BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukumg
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya Poin B. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
menurut Provinsi/Kota Tahun Anggaran 2021 dan Poin C Rincian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/Kabupaten
Kota Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 906/923/keuda Tanggal 5 Februari 2021 Hal :
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk
Kegiatan PK2UKM, B2LPS,BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 :

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor
Kpts.74/1/2021 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan
Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Lampiran II A Rincian Alokasi,
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 untuk Gaji Guru Bantu dan Lampiran II B Rincian
Alokasi, Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2021 untuk Kecamatan;

d. bahwa dalam rangka menampung  Pergeseran  Anggaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b , huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 20210;




Mengingat :

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentul_{ag
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5568) sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor
10);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

a. Lampiran I tentang Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 APRIL 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal& APRIL 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMY, HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 21
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